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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan

menciptakan iklim investasi yang kondusif pada
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta
mendukung restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara
yang dapat mendorong kegiatan usaha minyak dan gas
bumi, perlu melakukan penyesuaian ketentuan
mengenai perpajakan atas pengalihan Partisipasi
Interes pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan

Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes
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Mengingat

Menetapkan

pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan
kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama
di bidang minyak dan gas bumi.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

3. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan

bitumen yang diperoleh dari proses penambangan,
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tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh
dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan
usaha minyak dan gas bumi.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas
Bumi.

Eksplorasi adalah  kegiatan yang  bertujuan
memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk
menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan
Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang
ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari
wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan
sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan
untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas
Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang
mendukungnya.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah
hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan
Eksplorasi dan Eksploitasi.

Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan
Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.

Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja
Sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip

pembagian hasil produksi.
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BAB II

BENTUK KEPEMILIKAN DAN PENGALIHAN PARTISIPASI
INTERES SERTA PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES

Pasal 2
Partisipasi Interes sebagai harta tidak bergerak dapat
dimiliki secara:
a. langsung; atau
b. tidak langsung.
Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kepemilikan Partisipasi Interes oleh
Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral.
Partisipasi Interes yang dimiliki secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kepemilikan Partisipasi Interes melalui
kepemilikan saham atau penyertaan modal pada:
a. Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara langsung; atau
b. pihak yang memiliki Kontraktor secara langsung
atau tidak langsung, tidak terbatas pada jumlah

lapisan atau tingkatan kepemilikan.

Pasal 3

Partisipasi Interes sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain
dengan cara dijual, dipindahkan, diserahkan, atau
dilepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian.
Penghasilan dari pengalihan Partisipasi Interes yang
dimiliki secara langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penghasilan
Kontraktor.

Penghasilan dari pengalihan Partisipasi Interes yang

dimiliki secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 2 ayat (3) diperlakukan sebagai
penghasilan Kontraktor.

Penghasilan dari pengalihan Partisipasi Interes yang
dimiliki secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan penghasilan dari pengalihan Partisipasi
Interes yang dimiliki secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai Pajak

Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 4
Dalam masa Eksplorasi, penghasilan dari pengalihan
Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung tidak
dikenai Pajak Penghasilan yang Dbersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), apabila
memenuhi seluruh kriteria:
a. tidak mengalihkan seluruh Partisipasi Interes
yang dimilikinya;
b. Partisipasi Interes telah dimiliki lebih dari 3 (tiga)
tahun;
c. di Wilayah Kerja telah dilakukan investasi pada
kegiatan Eksplorasi; dan
d. pengalihan Partisipasi Interes tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan.
Dalam masa Eksploitasi, penghasilan dari pengalihan
Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung yang
dilakukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai
Kontrak Kerja Sama kepada perusahaan mnasional
sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Sama atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kegiatan usaha hulu Minyak dan
Gas Bumi, tidak dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (4).
Pasal 5

Atas penghasilan dari pengalihan kepemilikan saham

yang merupakan pengalihan Partisipasi Interes yang
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